BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

bahwa properti investasi memiliki kontribusi dalam
penerimaaan pendapatan asli daerah yang merupakan
salah satu sumber pendapatan untuk mendanai
pembangunan Daerah;

bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas
properti investasi, perlu diatur ketentuan
mengenai pengakuan, pengukuran, panyajian, dan
pengungkapan properti investasi dalam suatu
kebijakan akuntansi pemerintah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17
Properti Investasi untuk melaksanakan Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Peraturan Bupati
Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);






Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2021 Nomor 95), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kebijakan akuntansi terdiri dari:

a.
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kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
penyajian laporan keuangan;

laporan realisasi anggaran;

laporan arus kas;

laporan operasional;

catatan atas laporan keuangan;

akuntansi piutang;

. akuntansi investasi;

akuntansi properti investasi;

akuntansi persediaan;

akuntansi aset tetap;

akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

.akuntansi aset tak berwujud;
. akuntansi kewajiban;

koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi dan peristiwa luar biasa;
laporan keuangan konsolidasian;

akuntansi BLUD; dan

pernyataan tanggung jawab Bupati, kepala satuan kerja Perangkat Daerah
dan BUD.

(2) Kebijakan akuntasi properti investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

i sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ruang lingkup pada Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun

2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara dihapus

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pade 1 20 Mei 2024
TN
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Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Mei 2024




LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 8 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 MEI 2024

KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. PENDAHULUAN
1. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan

akuntansi Properti Investasi dan pengakuan yang terkait.

2. Ruang Lingkup

Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas di pemerintah daerah
tidak termasuk BUMD.

Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk :
aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam

dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini

dengan pengertiannya:

a.

Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai aset, vang dihitung dari
biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan
yvang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah
dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan ataau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.



e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan
sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak
untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau
jasa atau untuk tujuan administratif;

2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh
pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan
pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau

penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif,

. Properti Investasi

Perangkat daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk
menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan
keadaan sebagai berikut:

a. perangkat daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis
komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh perangkat daerah,
selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijuual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi
definisi properti investasi;

b. perangkat daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk
mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang
diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Perangkat daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Apabila perangkat daerah mengelola aset properti untuk
menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai,
maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa
atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Sehingga properti
investasi menghasilkan arus kas yvang sebagian besar tidak bergantung
pada aset lain yang dikuasai oleh perangkat daerah. Hal ini yang
membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset
tetap).



Berikut ini adalah contoh properti investasi:
tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan
tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada
entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan
penggunaannya di masa depan. Jika perangkat daerah belum
menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan
sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam
jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki
dalam rangka kenaikan nilai;
bangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah (atau dikuasai oleh
perangkat daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada
pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi
tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih
sewa operasi;
properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa
depan digunakan sebagai properti investasi.

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi

dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

d.

properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses
pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang
diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu
dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;

properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau
pengembangan atas nama pihak ketiga;

properti digunakan sendiri, termasuk diantaranya properti yang
dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti vang
digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan dimasa
depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan
sendiri, dan properti yang digunakan sendiri menunggu untuk dijual;
properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa

pembiayaan;









dari Perangkat Daerah teknis dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama
atau sewa menyewa.

Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.
Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah
catat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada
saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat
bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

1. Pengukuran Saat Awal Perolehan

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan,
termasuk didalamnya biaya transaksi. Apabila properti investasi diperoleh
dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan
menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga
pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat
didistribusikan secara langsung. Pengeluaran yvang dapat didistribusikan
secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi
lainnya.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya
dibawah ini:

a. biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa
properti investasi ke kondisi siap digunakan);

b. kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai
tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

c. pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber lain yang terjadi
selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

Jika pembayaran atas properti ditangguhkan, maka biaya perolehan
adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan
pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara
sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai
sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih
rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Jumlah yvang setara diakui sebagai liabilitas.
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model biaya bisa jadi bukan merupakan bagian yvang disusutkan secara
terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut
tidak dapat secara praktis dilakukan, perangkat daerah dapat
menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan
berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau
dibangun.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau
pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari
pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit
Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan
tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya
diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara
harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang
setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Perangkat daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan
dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan
penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti
investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui

sebagai piutang.

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan
disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi
merupakan bagian dari akun investasi. Karena sifat pengklasifikasian properti
investasi adalah untuk memperolah pendapatan sewa atau kenaikan nilai,
perangkat daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan
nilai atas properti investasi menguntungkan dan perangkat daerah tidak akan
memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian
properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti

investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI
Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam

laporan keuangannya sebagai berikut:



1. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying
amount) properti investasi;

2. metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan
yang digunakan;

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan
akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

5. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode,
yang menunjukkan:

a. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah
perolehan yang diakui sebagai aset;

b. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;

c. pelepasan;

d. penyusutan;

e. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri;
dan

f. perubahan lain.

6. apabila entitas melakukan revaluasi atas properti, nilai wajar dari
investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;

dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
tanggal efektif penilaian kembali;
nilai tercatat sebelum revaluasi;

jumlah penyesuaian atas nilai wajar;

e a0 g

nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

7. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkakpkan hasil revaluasi properti investasi.

8. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria
yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti
vang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual
dalam kegiatan usaha sehari-hari;

9. metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila
melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut
didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (vang harus
diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.

10. jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:



a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang
timbul dari properti investasi vang menghasilkan penghasilan rental
selama periode tersebut;

c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang
timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan
sewa menyewa biasa selama periode tersebut;

11. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan
properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

12. properti investasi yang disewa oleh entitas perangkat lain.

KETENTUAN TRANSISI

Perangkat daerah menerapkan kebijakan ini dengan
mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali
dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya. Perangkat

daerah menerapkan kebijakan ini secara prospektif.
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUNTANSI INVESTASI

A. PENDAHULUAN
1. Tujuan
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan
akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya

yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi
Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.
Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun
laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian,
dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi
Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka
panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode
penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

a. penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
b. investasi dalam perusahaan asosiasi; dan

c. kerjasama operasi.

B. DEFINISI
Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan
Akuntansi dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya vang dikeluarkan oleh entitas investor

dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya

legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.



Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk

dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak

dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada
peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun

golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

awal berdasarkan harga perolehan.Nilai investasi tersebut kemudian
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas
dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan

awal investasi.

Nilai __ historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang

dibayarkan /dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu

untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.



Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang

tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi
dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yvang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai
pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint

venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan wusaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

BENTUK INVESTASI

Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain
untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan
dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka
manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat
berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang,

instrumen ekuitas, dan penyertaan saham/kepemilikan.

KLASIFIKASI INVESTASI
Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua vyaitu
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka
pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang
merupakan kelompok aset nonlancar.
Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. Dapat segera diperjualbelikan /dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan
kas; dan

3. Berisiko rendah.



Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka
pendek antara lain adalah:

1. Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu
badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk
menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

2. Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun
luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau

3. Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara
lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau
yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank
Indonesia (SBI);

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman
investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan
untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah
investasi yang tidak dimaksudkan untuk dipe:jualbelikﬁn, tetapi untuk
mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka
panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen
dapat berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah,

badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;



2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
antara lain dapat berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah
Daerah;

2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada pihak ketiga;

3. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat;

4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk
dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
modal yang dimaksudkan untuk penyehatan / penyelamatan
perekonomian.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga
(saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu
kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan
perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak
bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang
dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek
pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi
dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan akuntansi ini.

. PENGAKUAN INVESTASI

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk
investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai
investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
Pemerintah Daerah;

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).






Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan
modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut.

Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya.lnvestasi nonpermanen yang dimaksudkan
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih
yang dapat direalisasikan. [nvestasi nonpermanen untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam
rangka penyehatan perbankan. Investasi nonpermanen dalam bentuk
penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar
biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan
dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai
provek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset
Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah
adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga
perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan
mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yvang berlaku pada
tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama
periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan
diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi
tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga
merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi

(carrying value) tersebut.

METODE PENILAIAN INVESTASI
Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode
yaitu:
1. Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biayva, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil



yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat
investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi
sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal
perolehan pada laporan opersional dan menambah nilai investasi
pemerintah daerah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang
dividen dan pengurang investasi pemerintah daerah. Dividen tunai yang
telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen.
Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil
investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset
tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau
pengurang ekuitas pemerintah.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan
saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh
(the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-
ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara
lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;









menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee)
tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui
sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PENYISIHAN INVESTASI NON PERMANEN LAINNYA

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan Dana Bergulir yang
sudah tidak digulirkan kembali ke masyarakat tetapi disetorkan kembali ke
Kas Daerah. Dalam upaya menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya
berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan nilai
Investasi Non Permanen Lainnya.

Penyisihan atas Investasi Non Permanen Lainnya dengan
mempertimbangkan tanggal jatuh tempo dan upaya penagihan vyang
dilakukan. Penyisihan atas Investasi Non Permanen Lainnya diakui sebagai
beban penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya.

Penyisihan atas Investasi Non Permanen Lainnya vang diperkirakan
tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

Setelah Jatuh 1 Penyisihan
NO Kategori _
Tempo Kerugian
1 0-1 tahun Lancar 0%
2 1-2 tahun SUrHOg LADCAar 25 %
2-5 tahun Diragukan 50 %
>5 tahun Macet 100%

Kondisi-kondisi yang spesifik yang menyebabkan ketidaktertagihan

Investasi Non Permanen Lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Jika Ternak mati harus didukung dengan Berita Acara yang disahkan
oleh pihak yang terkait maka langsung dikategorikan macet, dan
selanjutnya diusulkan untuk penghapusan;

2. Jika terjadi bencana alam yang menyebabkan tidak tertagihnya Investasi
Non Permanen Lainnya, langsung dikategorikan macet dan disisihkan
100%;

Debitur mengalami kegagalan usaha;

4. Serta sebab lain yang menyebabkan piutang sudah benar-benar tidak bisa

ditagih.



J. PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena

penjualan, pertukaran dengan aset lain, pelepasan hak karena peraturan

pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi

dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada

keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi

disajikan dalam laporan operasional.

K. PENGUNGEKAPAN

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara

lain:

Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
Perubahan pos investasi

Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan vyang
mengakibatkan perubahan metode akuntansi.
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